
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Nomor : 2 Tahun 1989 Seri D No. : 2
• PERATURAN DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 
1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Guber­
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah;
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

Nomor : 2 Tahon 1989 Seri D No. Z 

· PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKA T I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 16 TAHUN 1988 

TENTANG 

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

T~UN ANGGARAN 1987 / 1988 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAER.AH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Menlmbana bahwa Perhitu.nga.n Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­
rah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 
1987/1988 tertangpl J l Maret 1988 yang dibuat oleh Guber­
nur Kepala Daerah Tmgk:at I Jawa Tengah. perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daeml1 ; 
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Mengingat : L Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 
3037);

2. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan 
pada tanggal 4 Juli 1950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor; 5 Tahun 1975 tentang Pe­
ngurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keu­
angan Daerah (Lembara Negara Nomor: 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belarya Dae­
rah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe­
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Ihdonesia Nomor: 9 Tahun 
1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan 
Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Pe­
rusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pa­
sar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 22 Ta­
hun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran 
Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 11 Tahun 1975 
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen­
dapatan dan Belarya Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke-' 
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1978 
tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tun­
tutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
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I. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
Pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 
3037}; 

2. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan 
pada tanggal 4 JuJi 1950) ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pe­
ngurusan. Pertanggungjawaban clan Pengawasan Keu­
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1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan 
Penerirna Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Pe­
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sar; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 Ta­
hun 1984 tentang Tata C.ara Penyediaan dan Penyaluran 
Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ; 
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tutan Ganti Rugi Keuanpn dan Materiil Daerah ; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Da­
erah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1980 
tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaha­
rawan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keu­
angan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi 
Barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi 
Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Ang­
garan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 - 1316 
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Ben­
tuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Ke­
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Ta­
hun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33 - 454 
tanggal 8 Mei 1987 tentang Pengesahan Anggaran Penda­
patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
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9. Peraturan Menteri Dalam Neaeri Nomor : 4 Tahun 1979 
tentang Pelauanaan Pengelolaan Barang Pemerintah ba. 
e~; . 
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tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Ben• 
tuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
BelaQja Daerah ; 
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18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.33 - 140 
tanggal 8 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dae­
rah Tingkat l Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor: 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dae­
rah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 2987/1988 ;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 05/I/PAR-1I1/ 
DPRD/78 - 79 tanggal 7 Juni 1978jo Nomor: 01/PAR-I/ 
DPRD-Pem.87/87-88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Per­
aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/494/PUOD 
tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang­
garan 1987/1988;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Per­
wakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 4 Agustus 1988 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tanggal 19 Agustus 1988.

Dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.
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18. Keputusan Menteri Dalam Nr.gcri Nomor: 903.33 - 140 
tanggal 8 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan 
Anggaran Pendapalan dan Belarga Daerah Propinsi Dae­
rah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988: 

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pen­
dapalan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988; 

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dae­
rah Tmgkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 198711988 ; 

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tangkat I Jawa Tengah Nomor : 05/1/PAR-III/ 
DPRD/78-79tanggal7 Juni 1978jo Nomor: 01/PAR-I/ 
DPRD-Pem.87187-88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Per­
aturan Tata Tenib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah ; 

I. Swat Menteri DaJarn Negeri Nomor : 903/494/PUOD 
taruaJ 6 Pebruari 1987 centang Pedoman Pcnyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belallia Dacrah Tahun Ang­
pran 1987/1988; 

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Per­
wakilan Rakyat Daerah Propinsi Dacrah Tmgkat I Jawa 
Tengah tanggal 4 Agustus 1988 ; 

3. Pembiauaan dalam Sidang Paripuma Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tenph ' 
langgal 19 Agustus 1988. 

Dengan persctujuan Dewan PerwakilanRat}'at Dacrah Propinsi Daerah Tmgbt I 
Jawa Tengali 
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANC PENETAPAN SISA 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE­
LANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1987/198K ;

Pasal t

Junilah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 
yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
a. Pendapatan Rp. 425.377.394.527,98
b. Belanja.... Rp. 372.451.019.845,80

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin 
berieMh sebesar................. Rp..52.926.374.682,18

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
a. Pendapatan Rp. 18.887.625.909,80
b. Belanja.... Rp. 55.670.322.081,45

Sisa Perhitungan Anggaran 
Pembangunan berkurang 
sebesar........................... Rp. 36.782.696.171,65

3. Sisa Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja
Daerah berieblh sebesar.. Rp. 16.143.678.510,53

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan 
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu se­
bagai berikut:
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Meaetapku 
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MEMVTUSKAN: 

PERATI.JRAN DAERAH 'JENTANC PENETAPAN SISA 
PERHI1UNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE­
LANJADAERAH PROPINSI DAERAH TINGKATI JAWA 
lENGAH TAHUN ANGGARAN 19871198ti ; 

Pua) 1 

JUft\lah penerimaan dan peogeluaran Perhitungan Anggaran 
Pendapatan clan Belaqja Daerah Tahun Anggaran l 987 /1988 
yaitu scbagai berikut : 

1 .. Pert'litungan Aiuamn Rutir, : 
a PendapatlJl Rp. 425.377.394.527,98 
b. Belarva ..... Rp. 372.451.019.845,80 

Sisa Pemitun,gan A,wanln Rutin 
NdelA 1iCbesar .................. llp..52.926:374.682,18 

2. Perhituqgan Aaaaran PanbangWlall : 
a. Pendaparan ltp. l8.887,62S.909.80 
b. Belanja ..... Rp. SS.670.322.081,45 

Sisa Perhitungan Araaran 
Pembanaunan berkuras 
sebesar ............................ Rp. 36.782.696.171,65 

3. Sisa Perhitungan AJuaran 
Pendapatan dan BeJaiva 
Daerah bedeltlb sebesar •. Rp. 16.143.678.510,53 

PlsaJ l 

Jumlah penerimaan dan pertP.luaran Perhitungan Urusan 
Km clan Perh.itunpn Tamm A,aaran 1987/1988 yaitu ~ 
blpi berikut : 
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1. Perhitungan Anggaran Rutin.

a. vendapatan Rp. 164.539.097.782,53
b. Belanja.... frp. 165.800942.895,83

Sisa Perhitungan Anggaran
Rutin berkurang sebesar Rp. 1.261.845.113,30

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
a. Pendapatan Rp. 4.447.886.354,00
b. Belarya.... Rp. 5.841.820.721,71

Sisa Perhitungan Anggaran 
Pembangunan beikunag
sebesar................................ Rp. 1.393.934.367,71

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas 
dan Perhitungan berkurang
sebesar................................ Rp. 2.655.779.481,01

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan 
dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam 
lampiran Cl.

Ditetapkan di

Pada tanggai

Semarang. 

19 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

KETUA

JAWA TENGAH

ttd - ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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1. Pabitunpn Anu,fan Rutm; 

a. ~-endapacan Rp. 164.S39.097.782.53 
b. Bdaqa ..... P,p. 165.800.942.895.83 

Sisa Pcrttitungan Anggaran 
Rutin berturuc scbcsar.. Rp. l.261.845.113.30 

2. Perhitungan Afaaran Pcmbangunan: 
a. Pendapatan Rp. 4.447.886.354,00 
b. Bdaqja ..... Rp. 5.841.820.721,71 

Sisa Perhiturgan Anggaran 
Pembangunan bemrus 
sebesar ................................. Rp. 1.393.934.367.71 

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas 
dan Perhitungan lterkunq 
sebcsar ................................. Rp. 2.65S. 779.481,0 I 

Ptsal 3 

Perineum lcbih lanjut mcngcnai Pcrhitungan Anggaran Pen­
dapatan dan Belaqja Dacrah/Urusan Kas dan Perhitungan 
dimaksud pas.al 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat da1aJn 
lampiran Cl. 

Ditecapkan di 

Pada tanggal 

Semarang. 

19 Agustus 1988. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR .KEPALA DAERAH TINGKAT I 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA lENGAH JAWA TENGAH 

KFTIJA, 

ttd. ttd. 

Ir. SOEKORAHARDJO I SMAIL 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 4 Januari 1989
Nomor 903.33 - 007.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor
Seri

: 2 tanggal, 22 Pebruari 1989. 
: D No. : 2

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

ymt.
ttd.

Dra. WALOEYO TJOKRO DARMANTO
NIP010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang
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7. 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dcngan Keputusannya tanggaJ 4 Januari l 989 
Nomor 903.33 - 007. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah 
Nomor : 2 tanggal. 22 Pebruari 1989. 
Seri : D No. : 2 

Setretaris Wilayah / Daerah Tmgkat I 
Jawa Tengah 

ymt. 

ttd. 

Drs. WALOEYO TJODO DAIIMANl'O 
NIP 010 014 956 

Pembantu Gubemur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang 
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LAMPIRAN ;

SISA PERHITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

BAB 1 : PENDAPATAN..............................
BAB II : BELANJA................................

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
SEBESAR...................................................................

Rp. 444.265.020.437,78
Rp. 428.121.341.927.25

Rp. 16.143.678.510,53
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BAB I 
BAB l1 
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LAI\WiRAN : 

SISA PERHITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA T[~GAH 
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988 

PENDAPATAN ............................... Rp. 444.265.020.437.78 
BELANJA ................................. Rp.428.121.341.927.25 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
SEBESAR .................................................................... Rp. 16.143.678.SJ0.53 


